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Abstract. Sharia cooperatives are Sharia-based economic institutions that play a strategic role in empowering
the economy of the Muslim community. By adhering to principles such as the prohibition of riba (usury), gharar
(uncertainty), and maysir (gambling), as well as implementing profit-sharing systems (mudharabah or
musharakah), Sharia cooperatives provide a fair, transparent, and inclusive alternative to support economic
activities in society. These cooperatives aim not only to achieve financial gains but also to fulfill social missions,
such as poverty alleviation, equitable welfare distribution, and holistic improvement of the community’s quality
of life. Various products and services offered—such as Sharia savings, halal financing, and Sharia-compliant
investments—provide financial solutions that align with Islamic values and meet societal needs. Nevertheless, the
implementation of Sharia cooperatives faces several challenges, including limited public understanding,
competition with conventional financial institutions, and constraints in human resources and capital. Through
public education, capacity building for cooperative managers, and comprehensive government policy support,
Sharia cooperatives hold great potential to become a key instrument in fostering a more just, equitable, and
sustainable economy. This study emphasizes the importance of integrating Sharia values into cooperative
management to ensure its contribution to the sustained welfare of the community.
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Abstrak. Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi berbasis syariah yang memainkan peran strategis dalam
pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maysir,
serta menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah atau musyarakah), koperasi syariah menjadi alternatif yang
adil, transparan, dan inklusif dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi ini tidak hanya bertujuan
untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga memiliki misi sosial, seperti pengentasan kemiskinan,
pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup umat secara holistik. Berbagai produk dan layanan
yang ditawarkan, seperti simpanan syariah, pembiayaan halal, dan investasi berbasis syariah, memberikan solusi
keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, implementasi
koperasi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, persaingan
dengan lembaga keuangan konvensional, serta keterbatasan sumber daya manusia dan modal. Melalui edukasi
masyarakat, peningkatan kapasitas pengelola koperasi, serta dukungan kebijakan pemerintah yang komprehensif,
koperasi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen utama dalam menciptakan perekonomian yang
lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Studi ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam
pengelolaan koperasi untuk memastikan Kkontribusinya dalam membangun kesejahteraan umat secara
berkesinambungan.

Kata kunci: Koperasi, Syariah, Ekonomi, Islam, Prinsip-Prinsip.

1. LATAR BELAKANG

Koperasi syariah memainkan peran penting dalam ekonomi Islam dengan
menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai
lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama

dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui produk
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pembiayaan yang sesuai Syariah, koperasi syariah membantu anggota dalam mengakses
modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga berkontribusi pada
pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup . Lebih lanjut, koperasi syariah
juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan
pentingnya etika dalam berbisnis, yang sejalan dengan magashid syariah . Dengan demikian,
koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen

perubahan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Lembaga ekonomi berbasis syariah memiliki peran yang sangat penting dalam
meningkatkan kesejahteraan umat. Pertama, lembaga-lembaga ini, seperti bank syariah dan
koperasi syariah, menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang
memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan
mereka Mukharom . Melalui produk-produk keuangan yang halal, lembaga ini membantu
masyarakat, terutama yang berada di lapisan ekonomi menengah ke bawah, untuk keluar
dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka . Selain itu, lembaga ekonomi
syariah juga berperan dalam pengelolaan zakat dan infag, yang merupakan instrumen
penting dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian,
lembaga ekonomi berbasis syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi
juga sebagai agen perubahan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan dan adil.

Koperasi syariah memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ekonomi
modern, terutama dalam mendukung pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) yang merupakan pilar penting bagi perekonomian. Koperasi syariah
menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak hanya
membantu dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi tetapi juga berkontribusi pada inklusi
keuangan. Koperasi syariah juga berkontribusi dalam pengembangan produk keuangan
inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti pembiayaan murabahah
dan musyarakah, yang dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar . Dalam konteks
ini, koperasi syariah menjadi solusi yang relevan untuk tantangan ekonomi modern, dengan
memberikan akses keuangan yang adil dan berkelanjutan, serta mendukung nilai-nilai sosial

yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam .

Larangan riba, gharar, dan maysir merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi

syariah yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.
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Riba, yang diartikan sebagai bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang,
dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan pihak yang berhutang dan menciptakan
ketidakadilan . Dalam konteks ini, riba dianggap sebagai eksploitasi terhadap kebutuhan
finansial orang lain, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh
ekonomi Islam . Gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi, juga dilarang dalam
transaksi keuangan. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak
dalam transaksi, sehingga mengganggu prinsip keadilan dan transparansi . Maysir, atau
perjudian, dilarang karena mengandung unsur spekulasi yang tinggi dan dapat merugikan
individu serta masyarakat secara keseluruhan . Ketiga larangan ini mencerminkan komitmen
Islam untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendorong praktik bisnis yang etis dan
bertanggung jawab. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah berupaya untuk
menghindari unsur-unsur riba, gharar, dan maysir dengan menawarkan produk-produk yang
sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang
jelas) dan mudharabah (kemitraan berbasis bagi hasil) . Dengan demikian, penerapan
larangan ini tidak hanya melindungi individu dari kerugian finansial, tetapi juga
berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang lebih luas dan kesejahteraan sosial .

Transparansi dan keadilan merupakan dua prinsip fundamental dalam operasional
lembaga keuangan, termasuk koperasi syariah. Transparansi mengacu pada keterbukaan
informasi yang memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk memahami proses dan
keputusan yang diambil. Dalam konteks koperasi syariah, transparansi sangat penting untuk
membangun kepercayaan antara anggota dan pengelola koperasi. Koperasi yang transparan
dalam laporan keuangan dan pengambilan keputusan akan lebih mudah mendapatkan
dukungan dari anggotanya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dan
loyalitas anggota. Keadilan, di sisi lain, berkaitan dengan perlakuan yang adil terhadap

semua anggota dalam pengelolaan koperasi.

Tujuan koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam sangat
signifikan, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
Koperasi syariah berperan sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mematuhi prinsip-
prinsip syariah, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan
mendistribusikan zakat, infag, dan wakaf (ZISWAF) yang dapat meningkatkan daya beli
masyarakat. Selain itu, koperasi syariah juga berperan dalam pengelolaan zakat dan infaq,
yang dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek produktif yang bermanfaat bagi
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masyarakat. Pemberdayaan ekonomi melalui koperasi syariah juga mencakup pelatihan dan
pendidikan bagi anggota untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam
berwirausaha. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga
keuangan, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi
umat Islam, yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam ekonomi
Islam. Pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan merupakan tujuan penting
dalam pembangunan sosial ekonomi. Berbagai pendekatan telah diusulkan untuk mencapai
tujuan ini, termasuk pemberdayaan masyarakat melalui kearifan lokal dan pengembangan
usaha mikro, kecil, dan menengah . Penelitian menunjukkan bahwa penguatan UMKM
dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang
berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Selain itu, lembaga keuangan mikro,
termasuk koperasi syariah, memainkan peran krusial dalam menyediakan akses pembiayaan
yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat membantu masyarakat keluar dari
kemiskinan. Zakat juga diakui sebagai instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan,
dengan dana yang dialokasikan untuk kegiatan produktif yang meningkatkan kesejahteraan.
Dengan demikian, kombinasi dari berbagai strategi ini, termasuk pendidikan dan pelatihan,
dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan di

masyarakat.

Penyediaan layanan keuangan berbasis prinsip Islam, terutama melalui lembaga
keuangan syariah, memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan inklusi
keuangan di masyarakat. Lembaga keuangan syariah tidak hanya menyediakan produk
keuangan yang sesuai dengan syariah, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan
aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan

konvensional.

Meningkatkan akses masyarakat kelas bawah terhadap layanan keuangan syariah
merupakan langkah penting dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan
ekonomi. Lembaga keuangan syariah, termasuk fintech syariah, dapat berperan signifikan
dalam menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat
diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian menunjukkan bahwa literasi
keuangan syariah yang rendah menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan akses ini,
sehingga diperlukan program edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang produk keuangan syariah.
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Fintech syariah, dengan kemudahan akses dan penggunaan teknologi, dapat
menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan
tradisional. Selain itu, pendekatan inklusi keuangan yang lebih luas, seperti penyediaan
layanan berbasis digital, dapat membantu mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal . Dengan demikian, kolaborasi antara
lembaga keuangan syariah dan teknologi digital sangat penting untuk memperluas akses
layanan keuangan bagi masyarakat kelas bawah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan

kesejahteraan mereka.

Penerapan prinsip-prinsip magashid syariah dalam kebijakan ekonomi juga penting
untuk memastikan bahwa semua tindakan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara
finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Dengan demikian,
integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi dapat menciptakan sistem yang lebih
seimbang dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil bagi

semua lapisan Masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS
Pengertian Koperasi Syariah Dalam Perspektif Syariah

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah suatu
badan usaha yang anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum, yang menjalankan
operasinya berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan dan kerjasama. Secara dasarnya, tujuan
dari koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui kerjasama
dalam kegiatan ekonomi. Dalam kaitannya dengan koperasi syariah, regulasi ini masih
dijadikan dasar, namun ditambahkan spesifikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Karena
itu, koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah) atau kerjasama
(musyarakah) sebagai dasar pembiayaan dan simpanan, yang memberikan manfaat secara adil

bagi semua yang terlibat.

Penerapan Undang-undang Perkoperasian dalam Koperasi Syariah dilakukan dengan
pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa setiap transaksi dan
kegiatan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagai contoh, dalam koperasi

syariah, pendanaan yang diberikan kepada anggota tidak menggunakan sistem bunga (riba),
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tetapi menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah, yang lebih sesuai dengan prinsip

syariah.

Koperasi syariah menjadi bagian integral dari perekonomian rakyat Indonesia yang
berperan dalam pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Koperasi ini juga
diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar anggota, serta
memberikan manfaat lebih kepada masyarakat secara keseluruhan. Koperasi Syariah Menurut
Pandangan Ulama Para ulama memandang koperasi syariah bukan hanya sebagai lembaga
ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui
prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan mereka, koperasi syariah harus berbasis pada prinsip
ta'awun (tolong-menolong) dan syirkah (kerjasama), yang merupakan nilai dasar dalam
Islam. Selain itu, koperasi syariah harus menghindari segala bentuk praktik riba, yang

dianggap haram dalam Islam, dan menggantinya dengan sistem bagi hasil yang adil.

Para ulama setuju bahwa koperasi syariah bukan hanya tentang usaha ekonomi yang
mencari untung, tetapi juga harus memiliki tujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan u
mat. Dengan sistem bagi hasil dan prinsip keadilan sosial, koperasi syariah dapat berkontribu
si dalam menciptakan ekonomi yang lebih merata dan adil. Koperasi syariah memiliki peran
yang signifikan dalam memberdayakan ekonomi umat Islam, yang menekankan pada prinsip
keadilan dan manfaat bagi semua anggota. Prinsip keadilan ini tercermin dalam cara koperasi
syariah membagikan keuntungan yang dihasilkan dari usaha bersama sesuai dengan
kesepakatan yang sudah dibuat sejak awal (dalam akad mudharabah atau musyarakah). Selain
itu, koperasi syariah sering kali juga melakukan kegiatan sosial, seperti membiayai ibadah haji
bagi anggota yang kurang mampu atau mengadakan program-program sosial lainnya yang
mendukung kesejahteraan anggota secara keseluruhan, koperasi syariah juga harus
menjalankan manajemen risiko yang berbasis pada prinsip syariah, seperti menghindari
spekulasi dan ketidakpastian dalam setiap transaksi yang dilakukan. Ini penting agar koperasi
syariah dapat tetap berjalan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, sekaligus
mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul bagi anggota.

Prinsip-Prinsip Syariah dalam Koperasi

1. Larangan Riba (Bunga)
Riba atau bunga merupakan salah satu hal yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi
Islam. Dalam koperasi syariah, prinsip ini diimplementasikan dengan menggantikan sistem

bunga dengan sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan. Setiap kegiatan keuangan yang
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melibatkan uang harus dihindari dari praktik riba, baik itu dalam bentuk pinjaman maupun
investasi. Mudharabah and musyarakah concepts are the primary choices in Islamic
cooperatives to replace interest-based system with profit-sharing in accordance with mutual
agreement among cooperative members. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang
merugikan salah satu pihak, sementara sistem bagi hasil menjamin pembagian keuntungan
yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas yang terdapat dalam suatu
transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam koperasi syariah,
transaksi harus dilakukan dengan jelas, dan semua pihak yang terlibat harus memahami hak
dan kewajibannya secara transparan. Misalnya, dalam pembiayaan atau simpanan, persyaratan
dan ketentuan yang berlaku harus disebutkan secara rinci dan tidak membingungkan. Hal ini
bertujuan untuk menghindari risiko kerugian yang timbul akibat ketidakpastian yang tidak
perlu. Transaksi yang mengandung unsur gharar dapat merusak keseimbangan dan keadilan
dalam koperasi, sehingga perlu dihindari dalam setiap bentuk perjanjian dan kontrak.

2. Larangan Maysir (Spekulasi)

Maysir, yang merujuk pada spekulasi atau perjudian, adalah suatu kegiatan yang
melibatkan ketidakpastian yang berlebihan dan dapat merugikan satu pihak. Dalam koperasi
syariah, setiap transaksi harus menghindari unsur spekulasi yang tidak menentu. Koperasi
syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi semua anggotanya. Oleh
karena itu, kegiatan yang mengandung elemen spekulatif atau berisiko tinggi dan tidak
memiliki kepastian hasil harus dihindari. Dalam penerapan koperasi syariah, aktivitas yang
dijalankan harus berbasis pada nilai tambah yang nyata dan bukan sekadar prediksi atau
spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

3. Pembagian Keuntungan Berdasarkan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah atau Musyarakah)

Prinsip terakhir dalam koperasi syariah adalah pembagian keuntungan berdasarkan
sistem mudharabah atau musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama yang adil.
Dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha.
Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya,
sementara kerugian ditanggung oleh pihak penyedia modal, kecuali jika ada kelalaian dari
pihak pengelola. Sedangkan dalam musyarakah, kedua belah pihak berkontribusi dalam bentuk
modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi yang disepakati. Sistem
ini memberikan keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan, serta menghindari

praktik eksploitasi yang terjadi pada sistem bunga konvensional.
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Landasan Syariah Koperasi Syariah

Koperasi syariah didirikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diambil dari
sumber utama dalam Islam, yakni Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan juga Fatwa Ulama. Berikut
adalah beberapa landasan syariah yang mendasari keberadaan dan operasional koperasi
syariah:
1. Dalil Al-Quran: QS. Al-Bagarah (2:275)

Al-Qur'an dengan jelas mengatur larangan praktik riba dan menganjurkan transaksi
ekonomi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kebaikan. Dalam Surah Al-Bagarah ayat
275, Allah berfirman:

“Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan syaitan karena sentuhan penyakit gila. Itu adalah karena mereka mengatakan,
‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba.” (QS. Al-Bagarah: 275)

Ayat ini menunjukkan bahwa riba merupakan praktik yang dilarang dalam Islam, dan
perdagangan halal serta jual beli yang adil adalah yang diperbolehkan. Koperasi syariah
menghindari praktik riba dengan menggantinya dengan sistem bagi hasil yang lebih adil dan

tidak mengandung unsur eksploitasi.

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya bertransaksi dengan cara yang adil
dan bermanfaat bagi semua pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip koperasi syariah yang

mengutamakan keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian

2. Hadis Nabi tentang Kerja Sama dan Tolong-Menolong
Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan landasan yang kuat bagi koperasi

syariah. Salah satu hadis yang sering dikutip dalam konteks koperasi adalah:
"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)

Hadis ini mengajarkan pentingnya tolong-menolong dan bekerja sama demi
kemaslahatan bersama. Dalam konteks koperasi syariah, prinsip ini tercermin dalam kegiatan
koperasi yang mengedepankan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan syirkah (kerjasama), di

mana anggota koperasi saling membantu dalam mencapai tujuan ekonomi yang adil dan
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bermanfaat. Koperasi syariah menjadi wadah yang memungkinkan anggotanya untuk saling

berbagi keuntungan dengan cara yang transparan dan adil.

3. Fatwa Ulama atau Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi
rujukan penting dalam operasional koperasi syariah di Indonesia. Fatwa ini mengatur berbagai
hal yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam koperasi, seperti larangan riba, gharar
(ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta pengaturan mengenai mudharabah dan
musyarakah sebagai sistem pembiayaan yang sah. Sebagai contoh, dalam fatwa DSN-MUI No.
01/DSN-MUI/1V/2000 tentang Koperasi Syariah, dijelaskan bahwa koperasi syariah harus
menjalankan prinsip bagi hasil dan tidak boleh melibatkan praktik riba atau kegiatan yang
bertentangan dengan ajaran Islam. Fatwa ini memberikan pedoman yang jelas bagi koperasi
syariah dalam mengelola dana dan bertransaksi, untuk memastikan bahwa koperasi tersebut

tetap sesuai dengan syariah.

Implementasi Koperasi Syariah

Koperasi syariah menggunakan prinsipprinsip ekonomi Islam dalam semua aspeknya,
termasuk mekanisme operasional dan produk serta layanan yang disediakan. Dibawah ini ada
lah beberapa hal penting dalam pelaksanaan koperasi syariah:
1. Mekanisme Operasional Koperasi Syariah

Mekanisme operasional koperasi syariah dirancang untuk mengikuti prinsip-prinsip
syariah yang menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Setiap transaksi dilakukan
berdasarkan akad syariah yang jelas, seperti akad mudharabah untuk pembiayaan dan
musyarakah untuk kemitraan usaha. Akad-akad ini memastikan bahwa koperasi beroperasi
sesuai dengan nilai-nilai Islam, tanpa ada unsur ketidakadilan atau eksploitasi dalam
pembagian hasil dan pengelolaan dana. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan prinsip
bagi hasil, dan kerugian ditanggung sesuai kontribusi masing-masing pihak, baik itu pengelola
atau penyetor modal.
2. Contoh Produk dan Jasa Koperasi Syariah

Koperasi syariah menyediakan beragam produk dan layanan sesuai dengan prinsip
syariah, seperti tabungan syariah, pembiayaan syariah, dan investasi syariah. Contohnya,
simpanan mudharabah adalah produk di mana anggota koperasi menyediakan modal dan
koperasi mengelola dana tersebut, serta keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan yang
telah disepakati. Pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh koperasi syariah didasarkan pada

prinsip-prinsip seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang memungkinkan
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anggota koperasi untuk mendapatkan dana dengan cara yang halal dan tanpa riba. Disamping
itu, investasi syariah juga memungkinkan dana anggota untuk diinvestasikan dalam sektor
sesuai dengan prinsip Islam, serta menghindari kegiatan yang berspekulasi atau mempunyai
ketidakpastian yang berlebihan.

3. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peranan yang krusial dalam menjaga agar
koperasi syariah tetap beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki tanggung jawab
untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional koperasi, termasuk transaksi dan produk
yang ditawarkan, sesuai dengan hukum Islam. DPS juga mengeluarkan pendapat hukum terkait
produk baru yang akan diluncurkan dan memastikan bahwa koperasi tidak melibatkan unsur
riba, gharar, atau maysir. Jika ada kekhawatiran tentang ketaatan syariah dalam praktik
koperasi, DPS akan memberikan layanan konsultasi untuk memberikan panduan sesuai dengan
ajaran Islam.

Peran DPS dalam pengawasan ini sangat vital untuk mempertahankan keintegritasan
dari koperasi syariah, sambil memberikan kepercayaan bagi para anggota yang telah
berinvestasi dalam koperasi tersebut. Oleh karena itu, DPS memainkan peranannya dalam

menjaga prinsip syariah dalam semua kegiatan koperasi syariah.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Koperasi Syariah
Implementasi koperasi syariah menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar
koperasi ini dapat berkembang dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Beberapa tantangan yang muncul antara lain:
1. Tantangan
a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Koperasi Syariah
Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara koperasi
syariah dan koperasi konvensional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman
mengenai prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir yang
diimplementasikan dalam koperasi syariah. Tanpa pemahaman yang baik,
masyarakat akan enggan bergabung atau berinvestasi dalam koperasi syariah.
> Solusi:
Edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai konsep dan
keunggulan koperasi syariah sangat diperlukan. Program pendidikan yang
melibatkan berbagai stakeholder seperti ulama, pemerintah, dan media dapat

meningkatkan pemahaman masyarakat (Afandi, 2023). Program ini diharapkan
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dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah sebagai
alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam.
b. Persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional
Koperasi syariah sering kali mengalami kesulitan dalam bersaing dengan lembaga
keuangan konvensional yang lebih mapan. Keterbatasan produk, kurangnya
penetrasi pasar, dan persaingan harga menjadi hambatan bagi koperasi syariah untuk
menarik lebih banyak anggota dan pelanggan.
» Solusi:
Untuk menghadapi persaingan, koperasi syariah perlu meningkatkan daya tarik
produk dan layanan mereka dengan menawarkan nilai tambah yang tidak hanya
berbasis pada keuntungan finansial tetapi juga pada manfaat sosial dan
keberlanjutan. Selain itu, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah untuk
mendorong pertumbuhan koperasi syariah sangat penting, misalnya dengan insentif
pajak atau kebijakan khusus yang mendukung koperasi syariah.
c. Keterbatasan Modal dan Sumber Daya Manusia yang Kompeten
Keterbatasan modal dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola
koperasi syariah menjadi tantangan besar. Banyak koperasi syariah yang belum
memiliki kapasitas pengelola yang memadai dalam memahami prinsip syariah dan
manajemen keuangan yang baik.
» Solusi:

Peningkatan kapasitas pengelola koperasi melalui program pelatihan, sertifikasi, dan
pembinaan secara berkelanjutan menjadi solusi utama untuk meningkatkan kualitas
manajemen koperasi syariah. Selain itu, koperasi syariah dapat mencari sumber
pendanaan alternatif seperti kemitraan dengan lembaga keuangan syariah atau

melalui crowdfunding syariah untuk menambah modal usaha.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran
mendalam mengenai konsep, penerapan, dan tantangan koperasi syariah dalam perspektif
syariah, dengan pendekatan literatur yang mengkaji buku, jurnal, fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN-MUI), serta dokumen hukum seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian, dan pendekatan normatif yang merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, serta

pendapat ulama untuk memastikan kesesuaian operasional koperasi dengan nilai-nilai syariah.



Koperasi Syariah : Solusi Ekonomi Berbasis Syariah untuk Kesejahteraan Umat

Data primer diperoleh dari fatwa DSN-MUI, sedangkan data sekunder berasal dari literatur

ilmiah dan dokumen resmi terkait koperasi syariah, yang dikumpulkan melalui studi dokumen

dan analisis teks keagamaan. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk

memberikan pemahaman yang menyeluruh serta analisis normatif untuk mengevaluasi

penerapan prinsip syariah, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi yang relevan.

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki peran strategis dalam

pemberdayaan ekonomi umat Islam dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam

operasionalnya. Berdasarkan analisis terhadap literatur dan regulasi yang relevan, beberapa

temuan utama adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Syariah
Koperasi syariah secara konsisten menerapkan prinsip larangan riba, gharar, dan
maysir dalam transaksi keuangannya. Prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah)
menjadi mekanisme utama dalam pembiayaan dan distribusi keuntungan, yang
memungkinkan terciptanya transparansi dan keadilan bagi anggota.
2. Peran Sosial dan Ekonomi
Koperasi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki
tujuan sosial, seperti pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu,
koperasi ini menyediakan edukasi keuangan syariah untuk meningkatkan literasi
masyarakat.
3. Tantangan Implementasi
Tantangan utama dalam implementasi koperasi syariah meliputi kurangnya
pemahaman masyarakat, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, serta
keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten.
Pembahasan

98

1. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Dalam perspektif hukum Islam, koperasi syariah telah mematuhi prinsip-prinsip syariah
yang melarang praktik riba dan spekulasi. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Bagarah: 275 yang
menyatakan bahwa riba diharamkan, sedangkan jual beli dan kerja sama yang adil

dihalalkan. Dengan menerapkan akad mudharabah dan musyarakah, koperasi syariah
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memastikan distribusi keuntungan yang transparan dan sesuai dengan kontribusi masing-

masing pihak.

2. Peran dalam Pemberdayaan Ekonomi

Koperasi syariah memainkan peran penting dalam mendukung sektor Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui produk pembiayaan berbasis syariah, koperasi ini
memberikan akses modal yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat
mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat.
3. Strategi Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat, program edukasi dan sosialisasi
tentang koperasi syariah perlu diperluas. Selain itu, dukungan pemerintah melalui regulasi
dan insentif dapat membantu koperasi syariah bersaing dengan lembaga keuangan
konvensional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas, dengan
menyediakan pelatihan dan sertifikasi khusus di bidang ekonomi syariah.
4. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan wawasan bahwa koperasi syariah merupakan solusi
alternatif dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan inklusif. Dengan
mengintegrasikan nilai-nilai syariah, koperasi ini berpotensi menjadi instrumen utama

dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Koperasi syariah adalah sebuah institusi ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip
syariah yang memprioritaskan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip
dasar koperasi syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir
(spekulasi), membuatnya berbeda dari koperasi konvensional. Dengan menerapkan prinsip
bagi hasil yang adil, koperasi syariah tidak hanya memprioritaskan keuntungan uang, tetapi
juga memberdayakan ekonomi masyarakat, menyeimbangkan kesejahteraan, dan mengurangi
kemiskinan. Sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan, koperasi syariah memiliki peran yang
krusial dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan
prinsip Islam. Koperasi syariah mempersembahkan ragam produk yang halal dan adil, seperti
simpanan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan investasi yang tidak melanggar hukum
Islam. Produk-produk ini memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam

ekonomi tanpa melanggar larangan agama. Hal ini dapat bermanfaat terutama bagi mereka
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yang membutuhkan solusi tersebut. Selain itu, koperasi syariah juga merupakan alternatif yang
baik bagi masyarakat Muslim dihadapi dengan berbagai tantangan besar, terutama terkait
dengan kurangnya pemahaman masyarakat, persaingan dengan lembaga keuangan
konvensional yang lebih stabil, serta keterbatasan modal dan sumber daya manusia yang
berkompeten. Maka, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip
koperasi syariah, meningkatkan kemampuan pengelola koperasi, dan dukungan dari kebijakan
pemerintah merupakan solusi yang vital untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam prakteknya,
koperasi syariah tidak hanya fokus pada profit, tapi juga bertujuan mencapai tujuan sosial dan
ekonomi yang lebih besar sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memperhatikan prinsip syariah
dalam setiap bagian operasionalnya, koperasi syariah bisa menjadi alat yang efektif dalam
meningkatkan kesejahteraan umat dan memberikan dampak positif dalam perekonomian
berbasis syariah. Pada jangka waktu yang lama, koperasi syariah memainkan peran yang sangat

penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih adil dan merata.
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